WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program jaminan

'y

C.

kesehatan di kota kupang telah dilakukan oleh Badan
Pelayanan Jaminan Kesehatan, sehingga dalam rangka
akuntabilitas penganggaran program jaminan kesehatan di
kota kupang, maka perlu untuk mencabut Peraturan Walikota
yang telah bertentangan dengan Program pelayanan kesehatan

oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016 Perihal
Dukungan Pemerintah Daerah pada Program Jaminan
Kesehatan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia
menyatakan bahwa segera mengintegrasikan Jamkesda ke
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang
kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Keehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kupang
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program
Pelayanan Kesehatan Berbasis Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Di Kota Kupang;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Menetapkan

Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas ﬁndang—Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

.Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273)
sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Kota
Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);

MEMUTUSKAN :

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA KUPANG.






